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A. MAKSUD KEGIATAN DALAM KERANGKA PROYEK

Pengelolaan hutan di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menjadi sorotan berbagai pihak dari
tingkat lokal, nasional, hingga global. Terdapat beberapa isu krusial dan mendasar yang menjadi
permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia, diantaranya penegakan hukum yang lemah, kapasitas
kelembagaan manajemen hutan pada level tapak yang lemah, tumpang tindih kebijakan hingga
permasalahan tenurial yang melahirkan berbagai macam konflik multidimensi. Hal ini diperkuat
dengan analisis Bappenas pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa tata kelola, penataan ruang,
tenurial, manajemen hutan menjadi permasalahan mendasar dari kehutanan di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan
adalah dengan membangun sistem jaminan legalitas kayu dan produk kayu dan menjamin
pengelolaan hutannya secara lestari dan berkelanjutan, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
(SVLK). SVLK dibangun secara multipihak sejak tahun 2002, dan saat ini diatur dalam PermenLHK
No. 30 Tahun 2016 dan Perdirjen No. 14/2016 jo Perdirjen No. 15/2016. SVLK berfungsi sebagai
tools untuk memastikan agar pemegang izin comply terhadap seluruh peraturan dan kebijakan yang
berlaku di Indonesia, termasuk aturan penatausahaan hasil hutan yang bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang
kehutanan. Dengan penatausahaan hasil hutan yang berjalan dengan tertib dan lancar, kelestarian
hutan, pendapatan negara, serta pemanfaatan hasil hutan diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah
mengembangkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Banyak pihak berharap,
sistem informasi ini dapat menyajikan data ketertelusuran sumber bahan baku kayu yang dipanen,
diangkut, diolah, dan dipasarkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keraguan terhadap jaminan
legalitas kayu dan produk turunannya, sehingga dapat memperkuat jaminan kredibilitas dan
akuntabilitas SVLK. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kelemahan pada SIPUHH,
diantaranya tentang ruang lingkup pencatatan dan pendokumentasian yang terbatas pada kayu bulat
jenis hutan alam, serta belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (SIRPBBI) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Selain itu, SIPUHH belum bisa
menjadi rujukan data yang bisa mendukung efektifitas pemantauan independen, karena terbatasnya
akses terhadap data dan informasi yang terdapat di dalamnya.

Keterbatasan dalam mengakses data dan informasi, serta beban yang terlampau besar atas peran dan
fungsi Pemantau Independen, sebagai salah satu penjamin kredibilitas SVLK, merupakan
tantangan/pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satu upaya yang telah dilakukan
oleh Pemantau Independen untuk mendapatkan data/informasi adalah melalui permohonan kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan direktorat tertentu di KLHK dan
Kementerian/Lembaga lainnya, namun cara ini cenderung memerlukan waktu yang panjang karena
masih terdapat faktor ketidaksiapan pengelola tersebut dalam melayani permohonan, serta belum
adanya willingness yang terbangun.

Berdasarkan justifikasi di atas, [FM Fund bersama dengan JPIK merasa perlu untuk mengadakan
lokalatih bagi Pemantau Independen, demi memperkuat dan meningkatkan efektifitas pemantauan.
Lokalatih ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menemukenali metode dalam menggali



data dan informasi resmi yang dirilis pemerintah, serta data dan informasi lainnya yang bisa menjadi
alternatif pendukung temuan lapangan. Hal ini agar Pemantau Independen dapat memberikan
pelaporan yang komprehensif dengan bukti dan verifikasi yang kuat dan tidak terbantahkan, demi
menjamin legalitas rantai pasokan kayu yang beredar dari hulu ke hilir.

B. PENCAPAIAN TUJUAN SPESIFIK

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemantau Independen kehutanan yang berada
di wilayah penghasil kayu (hulu) dan lokasi sekitar industri/transit kayu/pelabuhan (hilir) dalam
memantau peredaran dan perdagangan kayu, sehingga implementasi SVLK di Indonesia dapat
berjalan secara efektif, kredibel, dan akuntabel.

C. OUTPUT KEGIATAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Pemantau Independen yang
memiliki kapasitas dalam melakukan pemantauan pada seluruh tahapan pelaksanaan SVLK,
sebagaimana poin-poin berikut:

1. Peserta mampu memahami konteks keterbukaan informasi publik, serta alur dan tata cara

permohonan informasi untuk mendukung kerja-kerja Pemantau Independen;

2. Peserta mampu memahami praktik/pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH),

Pelaporan dan Pendokumentasian RPBBI dan ketelusuran sumber bahan baku dalam rantai
pasok kayu (supply chain);

3. Peserta mampu menjelaskan titik-titik kritis dan celah pelanggaran dalam peredaran kayu

yang tidak jelas asal-usulnya.

D. METODE DAN NARASUMBER

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ini yaitu pemaparan materi dan diskusi, dengan
narasumber yang dihadirkan:

1.
2.

Dinamisator JPIK: Kebijakan dan perkembangan pelaksanaan SVLK di Indonesia

Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hutan, Ditjen PHPL: Proses pelaporan dan pendokumentasian Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) dan titik kritis pelanggaran

Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI): Ketelusuran kayu dan sistem lacak balak
(chain of custody)

Deputi Direktur Trofical Forest Foundation (TFF): Praktik pemanfaatan hutan dalam
mendukung sistem ketelusuran kayu

Peneliti Aidenvironment: Keterlusuran kayu dari hasil land clearing perkebunan sawit
dan pinjam pakai kawasan hutan

Peneliti ICEL: Kebijakan keterbukaan informasi publik dan tata cara uji akses informasi
Direktur Forest Watch Indonesia (FWI): Peluang dan tantangan dalam akses informasi
untuk pemantauan independen di tingkat nasional dan daerah

E. MATERI PELATIHAN

Materi Pelatihan Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan
Independen terlampir pada Tabel 1.

Tabel 1. Alur Pelatihan Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi
Pemantauan Independen

Waktu

Aktivitas PIC ‘ JPL ‘



Rabu, 09 Oktober 2019
08.00 - 09.00 Registrasi Peserta Panitia dan Peserta
09.00 - 09.30 Pembukaan: Pengantar dan Pembukaan (IFM | Christian Bob Purba, IFM
Fund) Fund
09.30 - 09.45 Bina Suasana; Perkenalan Peserta dan Fasilitator
Kontrak Belajar
09.45 -10.45 Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan Kosar, JPIK 2
SVLK di Indonesia
10.45-11.00 Coffee Break Seluruh Peserta
11.00-12.30 Ketelusuran Kayu dan Sistem Lacak Balak Herryadi, Direktur 2
(chain of custody) Lembaga Ekolabel
Indonesia (LEI)
12.30-13.30 ISHOMA Seluruh Peserta
13.30 - 14.45 Proses pelaporan dan pendokumentasian Dedi Sarwoko, Kepala 2
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Seksi Pengendalian Bahan
(RPBBI) dan titik kritis pelanggarannya Baku, Direktorat
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan,
Ditjen PHPL
14.45 - 15.15 Coffee Break Seluruh Peserta
15.15-16.30 Praktek pemanfaatan hutan dalam Hasbillah Hasbie, Deputi 2
mendukung sistem ketelusuran kayu Direktur Trofical Forest
Foundation (TFF)
16.30-17.00 Review hari pertama Fasilitator
Kamis 10 Oktober 2019
08.45 - 09.00 Review kegiatan lokalatih hari pertama Fasilitator
09.00-10.30 Keterlusuran kayu dari hasil land clearing Ian Hilman, 2
perkebunan sawit dan pinjam pakai kawasan | Aidenvironment
hutan
10.30 - 10.45 Coffee Break Seluruh Peserta
10.45-11.45 Kebijakan keterbukaan informasi publik dan | Astrid Debora, ICEL 2
tata cara uji akses informasi
11.45-13.30 ISHOMA Seluruh Peserta
13.30-14.45 Peluang dan tantangan dalam akses informasi | Soelthon Gusetya, 2
untuk pemantauan independen di tingkat Direktur Forest Watch
nasional dan daerah Indonesia (FWI)
14.45-15.00 Coffee Break Seluruh Peserta
15.00-16.30 Diskusi: strategi bersama untuk merespon isu | Seluruh Peserta
yang berkembang
14

F. PELAKSANAAN PELATIHAN
1. Pembukaan

Kegiatan Pelatihan dibuka oleh Direktur Eksekutif IFM Fund (Christian Bob Purba) pada Jam
09.00 WIB tanggal 09 Oktober 2019, bertempat di Salak Padjajaran Hotel Kota Bogor. Acara



pembukaan dihadiri oleh fasilitator, narasumber, para undangan serta para peserta pelatihan.
Dalam pengantarnya menyampaikan tentang latar belakang pelatihan, tujuan, output yang
diharapkan dalam pelatihan serta penyampaikan inisiatif [IFM Fund untuk memperkuat SVLK
melalui dukungan penguatan kapasitas pemantau melalui pelatihan dan kerja-kerja
pemantauan SVLK dan PHPL di Indonesia.

2. Bina Suasana

Bina suasana dipandu oleh Fasilitator (Muhammad Ichwan), diberikan pada awal dimulainya
kegiatan pelatihan dimaksudkan agar peserta diharapkan dapat mengenal satu sama lain dan
berkomunikasi secara lancar, memiliki semangat dan motivasi untuk berlatih dan bekerjasama,
serta memiliki kecerdasan moral dan spiritual dalam menyikapi dan menerapkan pemantauan
SVLK. Selanjutnya setiap peserta menyampaikan identitas nama lengkap dan aktivitas
keseharian. Selain itu disepakati kontrak belajar sehingga pelatihan dapat berjalan lancar,
sehingga peserta akan dapat menyerap semua materi yang disampaikan oleh pemateri. Dalam
kesempatan ini semua peserta berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk mengikuti aturan
kontrak belajar dan sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai.

3. Proses Pelatihan

+ Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia
Narasumber: Muhammad Kosar (Dinamisator JPIK);
Waktu: jam 09.45 - 10.45 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;
Tempat: Salak Padjajaran Hotel - Bogor.

Materi ini diberikan dalam rangka memberikan masukan kepada para peserta pelatihan
untuk memahami latar belakang terbitnya kebijakan dan perkembangan tentang Sistem
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sehingga diharapkan peserta dapat menjelaskan latar
belakang sejarah SVLK; Global Trading; promosi legal logging; anatomi SVLK; struktur dan
standar dari PHPL dan SVLK; Prinsip dan indikator dalam PHPL dan SVLK; dan titik kritis
dalam implemntasi PHPL dan SVLK.

+ Ketelusuran Kayu dan Sistem Lacak Balak (chain of custody)
Narasumber: Herriyadi (Direktur Eksekutif LEI;
Waktu: jam 11.00 s/d 12.30 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;
Tempat: Salak Padjajaran Hotel - Bogor.
Materi ini yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta
pelatihan tentang sistem pelacakan kayu bulat dari hutan negara mulai dari lokasi
penebangan, pengangkutan ke TPK, TPN di luar pulau, sampai ke TPT KB atau Industri
Primer. Selain itu menjelaskan tentang perbandingan standar dan indikator penilaian SVLK
(Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dengan standar dalam penilaian sistem yang dibangun
oleh LEI melalui skema PHBML (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari). Selain itu
penyampaian tentang tata usaha kayu yang meliputi: sistem alur pergerakan kayu dari hulu-
hilir dan dokumen yang menyertai pergerakan kayu dan titik kritis potensi pelanggaran
dalam peredaran kayu.



+ Proses Pelaporan Dan Pendokumentasian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) dan Titik Kritis Pelanggaran
Narasumber: Dedi Sarwoko, Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL;
Waktu: jam 13.30 s/d 14.45WIB, tgl. 09 Oktober 2019;
Tempat: Salak Padjajaran Hotel - Bogor

Materi ini diberikan dalam rangka memberikan gamabaran tentang praktik/pelaksanaan
Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), pelaporan dan pendokumentasian RPBBI dan
ketelusuran sumber bahan baku dalam rantai pasok kayu (supply chain), selain itu
mendeskripsikan tentang titik celah pelanggaran dalam pelaksanaan RPBBI.

+ Praktik Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung Sistem Ketelusuran Kayu
Narasumber: Hasbillah Hasbie, Deputi Direktur Trofical Forest Foundation (TFF);
Waktu: jam 15.15 s/d 16.30 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;

Tempat: Salak Padjajaran Hotel - Bogor.

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan
tentang hubungan dan rangkaian pergerakan kayu rakyat sampai dengan tujuan akhir di
industri pengolahan kayu. Digambarkan pula pihak-pihak mana saja yang terlibat dari arus
dokumen, dan mata rantai pasok perdagangan kayu yang berasal dari hutan negera dan
hutan hak. Selanjutnya diharapkan setelah pengajaran mata diklat ini peserta dapat
mengekplorasi kepentingan para pihak melalui berbagai konsultasi, mengidentifikasi
kekuatan dan pengaruh para pihak (hak, kewajiban, dan kepentingan) dalam pelaksanaan
PermenLHK No. P.30/2009 dan Perdirjen 14 tahun 2016 Jo Perdirjen No 15/2016.

+ Keterlusuran Kayu dari Hasil Land Clearing Perkebunan Sawit dan Pinjam Pakai
Kawasan Hutan

Narasumber: Ian Hilman, Aidenvironment;

Waktu: jam 09.00 s/d 10.30WIB, tgl. 10 Oktober 2019;

Tempat: Salak Padjajaran Hotel - Bogor.

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan
tentang Izin Pemanfataan Hutan (IPK) di kawasan land clearing sawit, aspek legalitas dan
ketelusuran kayu IPK dan titik kritis dalam IPK.

4+ Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Tata Cara Uji Akses Informasi
Narasumber: Astrid Debora, ICEL;
Waktu: jam 10.45 s/d 11.45 WIB, tgl. 10 Oktober 2019;
Tempat: Salak Padjajaran Hotel - Bogor.

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan
tentang keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Tahun
2008, PermenLHK tentang Keterbukaan Informasi di Kementerian LHK tahun 2015, serta
alur dan tata cara permohonan informasi untuk mendukung kerja-kerja Pemantau
Independen.



+ Peluang dan Tantangan dalam Akses Informasi untuk Pemantauan Independen di
Tingkat Nasional dan Daerah

Narasumber: Soelthon Gusetya, Direktur Forest Watch Indonesia (FWI);
Waktu: jam 13.30 s/d 14.30 WIB, tgl. 10 Oktober 2019;
Tempat: Salak Padjajaran Hotel - Bogor.

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan
tentang pengalaman Forest Wacth Indonesia (FWI) dalam mendapatkan data dan Informasi
di Kementerian LHK tentang permohonan dokumen RKT, Data HGU industri dan
permohonan dokumen lainnya untuk mendukung kerja-kerja pemantauan. Forest Wacth
Indonesia (FWI) pernah melakukan mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi
Informasi Publik (KIP) tentang data-data RKT, RPBBI, dan Dokumen HGU, dimana KIP
menyatakan bahwa dokumen yang dimintakan tersebut sifatnya terbuka dan KLHK harus
segera memenuhi pemohon informasi.

4. Evaluasi Kegiatan

Setelah pelatihan selesai, peserta diminta menjawab soal post-test tentang 7 materi yang
telah disampaikan narasumber dalam 2 hari, materi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia

2. Ketelusuran kayu dan sistem lacak balak (chain of custody)

3. Proses pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan pendokumentasian Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI)

4. Praktik pemanfaatan hutan dalam mendukung sistem ketelusuran kayu

5. Ketelusuran kayu dari hasil land clearing perkebunan sawit dan pinjam pakai kawasan
hutan

6. Kebijakan keterbukaan informasi publik dan tata cara uji akses informasi

7. Peluang dan tantangan dalam akses informasi untuk pemantauan independen di tingkat
nasional dan daerah

Dari aktivitas ini diketahui tingkat pengetahuan dari 17 peserta tentang SVLK (setelah
mengikuti pelatihan selama dua hari pelatihan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Post-test Pelatihan Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi

Total Total
Tingkat Persentase
Pengetahuan Pemahaman Materi (orang peserta) (%)
1 2 3 4 5 6
Sangat Paham 1 1 2 1,68
Paham 9 10 5 11 | 8 12 11 66 55,46
Cukup Paham 8 6 11 6 6 3 4 44 36,97
Kurang Paham 1 1 3 1 1 7 5,88
Tidak Paham 0 0,00
Total Peserta 17| 17| 17| 17| 17 | 17| 17 100%




Dari Tabel tersebut terlihat dari 17 peserta dalam pelatihan memiliki tingkat pengetahuan
‘paham’ akan materi yang disampaikan, yaitu sebesar 55,46%. Terdapat 5,88% peserta
dengan tingkat pengetahuan kurang paham pada beberapa materi seperti materi 2, 3, 5, 6,
dan 7. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali di luar pelatihan mengenai materi
tersebut.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kegiatan lokalatih ketelusuran kayu dan keterbukaan informasi sebagai penguatan fungsi
pemantauan independen diselenggarakan di Salak Padjajaran Hotel Bogor pada tanggal 09
s.d 10 Oktober 2019 ini merekomendasikan poin-poin sebagai berikut :

a)

b)
c)

d)

g)

h)

j)

Merekomendasikan kepada KLHK untuk dilakukannya perbaikan metodologi penilaian
SVLK bagi LVLK dan menetapkan standar baku pelaporan penilaian SVLK;

Meminta KLHK untuk membuka akses SIPUHH online kepada pemantau independen;
Merekomendasikan kepada KLHK untuk memperbaiki izin bagi TPT-KO dalam hal
pemenuhan sumber bahan baku kayu olahannya;

Melakukan Upgrading bagi pemantau dan lembaga pemantau terkait alur perdagangan
kayu domestik dan ekspor;

Mengenai standar legalitas; Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada hutan adat
sudah tercantum pada Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL No.14 tahun 2016 (standar VLK
pada hutan hak termasuk HGU, hak pakai, tanah bengkok, titisara, hutan milik desa,
hutan adat dan kuburan), tetapi belum tersedia verifier spesifik yang menilai hutan adat.
Rekomendasinya: Menyusun verifier legalitas kayu untuk menilai sumber bahan baku
yang berasal dari hutan adat melalui proses yang melibatkan seluruh stakeholder;
Non-Compliance dan Penegakan Hukum, masukan: ditemukan penyalahgunaan
penggunaan dokumen V-legal (praktek jual beli).

Rekomendasinya: LVLK wajib melakukan verifikasi terhadap penyuplai dan asal-usul
produk industri kehutanan;

Ditemukannya sumber bahan baku dengan DKP bermasalah yang sumber bahan
bakunya didapatkan di luar hutan ha.

Rekomendasi: LVLK wajib menelusuri dokumen DKP yang dicurigai bermasalah;

Dalam kasus di Papua ditemukan para tersangka yang menggunakan perusahaan
bersertifikat SVLK hanya dijatuhkan sanksi administrasi, di sisi lain ada proses hukum
atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik perusahaan SVLK.

Rekomendasi: Dikarenakan Auditee yang memiliki SVLK di bawah kewenangan
Direktorat PHPL KLHK dan melakukan tindak pidana, Direktorat PHPL KLHK wajib
berkoordinasi dengan Direktorat Gakkum KLHK terkait kasus yang berjalan;

Dalam P.14 Tahun 2016 hanya dijelaskan soal sanksi pencabutan dan bagi auditee yang
melanggar pidana (illegal logging) belum ada aturan secara khusus.

Rekomendasi: KLHK perlu menambahkan pasal yang mengatur bahwa tim tindak lanjut
seperti halnya dalam Pasal 10 wajib menindaklanjuti ke Pihak Gakkum KLHK atau sesuai
dengan undang-undang lainnya;

Monitoring: Data laporan RPBBI > 6000m3 belum semua diupload di dalam sistem
RPBBI online.

Rekomendasi: PHPL wajib memasukkan semua data RPBBI ke dalam sistem online baik
industri primer di atas 6000 m3 maupun < 6000m3;



k) Data laporan RPBBI < 6000m3 hanya dapat diakses di Dinas Kehutanan Povinsi,
meskipun KLHK mendapat tembusan sayangnya data tersebut tidak diunggah dalam
sistem RPBBI online.

Rekomendasi: KLHK memberikan hak akses kepada Pemantau Independen (PI) terkait
segala industri yang terdaftar dalam RPBBI oleh PHPL.

1) SIPUHH dan Simponi memiliki akses yang tertutup bagi PI.

Rekomendasi: KLHK memberikan akses dokumen RKU/RKT kepada PI yang telah
terdaftar;

m) Tidak ada kepastian pendanaan untuk Pemantau Independen (PI).

Rekomendasi: pemerintah menyediakan dana dari APBN untuk menjamin
keberlanjutan pemantauan di setiap provinsi.

Untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ketelusuran kayu dan keterbukaan

informasi sebagai berikut:

1.Perwakilan lembaga yang terlibat dalam pelatihan ini akan mengajukan uji akses
informasi pendukung pemantauan ke LVLK, KLHK dan pihak-pihak terait yang memiliki
otoritas dalam pelaksanaan SVLK. Data dan Informasi yang akan dimintakan meliputi
dokumen Rencana dan Realisasi RPBBI industri yang akan dipantau periode November
s.d Desember 2019, RKT, Dokumen mutasi kayu log dan olahan atau Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan dokumen lainnya yang relevan untuk kegiatan
pemantauan;

2.Menyusun desk research pemantauan sebagai bahan untuk penyusunan proposal yang
akan dikirimkan kepada lembaga yang memiliki konsen untuk pembiayaan pemantauan;

3.Menganalisis hasil penilaian SVLK dan PHPL sebagai bahan untuk melakukan
pemantauan di lokasi penghasil kayu (hulu) dan lokasi industri pengolahan kayu
(Hilir)



PRESENTASI KEGIATAN

Muhamad Kosar (JPIK) - Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Kebijakan_dan_Perkembangan_SVLK_JPIK.pdf

KEBIJAKAN DAN
PERKEMBANGAN SVLK

Matucead bivar

Bogar, 09 Ohlober 2919
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Herryadi (Lembaga Ekolabel Indonesia) - Ketelusuran Kayu dan Sistem Lacak Balak (Chain

of Custody)
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Pelatihan_CoC_bagi_Pemantau.pdf

SERTIFIKASI LACAK BALAK
(CHAIN OF CUSTODY)

- &
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y pergerakan kayy

tihan Fentai Lapangan Senifikau Lacak Bxak
tihan Pased Pal Evaluas King \ Sef Lo Pada

tihan Fels tmwmbandingban krdtana dair d ) . {aser |sporan

penilsian fapangan, Hae masuk

st LS divsmumban secars tnrbuili dan

bk terkait

Pedoman Penyasunan Mek sl
edoman Felsksanaam & N Puroassann
Keputuzan Sertiliasi

Podoman LEL 55 Pedaman Peryalesxan Koberatas an e Sartfikag
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Dedi Sarwoko (Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL) - Proses Pelaporan dan Pendokumentasian Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan Titik Kritis Pelanggarannya
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http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/

Hasbillah Hasbie (Trofical Forest Foundation (TFF)) - Praktek Pemanfaatan Hutan dalam

Mendukung Sistem Ketelusuran Kayu
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/PP-JPIK-09102019.pdf

Lacak Balak - Log Tracking - CoC Lacak Balak - Log Tracking

Chain Of Custody

... suatu system untuk memverifikasi asal
‘ usul bahan baku yang digunakan dalam
proses produksi, berasal darl sumber
yang berfanggung jawab

¥ oS haa adalah suatu system yang dibangun
/ dan
kridibel untuk dapat menelusuri asal usul
sumber tertentu yang dilengkapi dengan
bukti dokumentasi darl

Hasbie HASBILLAN
Frecullve Dorector - TFF indonesio

BOGOR -~ 9 OKTOBER 2019 sefiap tahapan proses yang terjadi
Related to P,C&I PHPL and SVLK
Scope of CoC Permenhut & No P.43/Menhul-1/2014 don Perdiden #.14/PHPL/SET/4/2016
A\ PHPL SVIK SVLK -IN
RN L35 11 a 121
| e f:> o c. 21 o &
/ 211 a b !
/o m N[0 ) coc Procedure vz b. c. 8
/” .."\ £ d h
/ 1] ]::> w Instruction (SO e e S
v \ . ot 241 3 = 213 x 4
A R 32 —
B 7 v \l ) Supparting D t 313 a %
A 251 b. 214. a d
314 b e
g% 252, 33 =
332 311
254 341 331

\\

CoC/Log Tracking System
4»&(0

Skidding
Cruising 100%
(LHC Document/SIPUHH)
SKSHH document/SIPUHH Online Log Yard {Trig Ticket/SKSHH docurment) Landing
{LHP document and Barcode Number) atau Control
SIPUHH Online

(FOREST GATE )
(FOREST GATE )

Pontoon | Sinkers
SKSHH dotument/SIPUHH Online .

INDUSTRY

Raft {Floaters) Description :
SKSHH document/SIPUHH Online LHC Lagoran Hasi! Crasing
Lonond e Lapooe Hasil Produks
SKSHH document/SIPUHH Online SKSHH Surat K Salmva Masil B
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CoC pada Industry Plywood

F8 VEENER RELLING
F/B VEENER

THE TROPICAL FOREST FOUNDATION

“Working fo make fropical forests
sustainable”

TERIMA KASIH
www. ff-Indonesia.org
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Ian Hilman (Aidenvironment) - Keterlusuran Kayu dari Hasil Land-clearing Perkebunan

Sawit dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Materi_Kayu_dan_Sawit.pdf

Contoh Kasus
IPK

Temuan |

Dotirnen ssettb ol

Temuan |

Dictto FEUF DR Kamupasan NG Bmer - Ralmormon e

Temuan 2:

somp dengan Oclober

Dator PRBF - PSOH-DR Kab, Kopuas Hulu Periods 2017 - 20138
i- - -————
s S S S e Snat S i s S
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Astrid Debora (Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)) - Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik dan Tata Cara Uji Akses Informasi
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Keterbukaan_Informasi_Publik_AD.pdf

Pra UU 1412008 Pasca DU 14/2008

informan

trdormas

Terteba

e ‘ I *

Astrid Debora SM
edorssien Cantar for Ervircamantal Law
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KENDALA IMPLEMENTASI UU KIP

2 ~ Informasi bisa sajo diperoleh lebih dari
Wﬁemulnm Jangka Waktu Dari 3 tahun!
memiliki teknologi Perolehan l
) Informasi ]
pengomanan yong boik,
mmmmm butuh :
~ Contoh: Studi Kasus Jatam
Kualitas Putusan terkait pemenuhan unsur
Be';‘m‘m?“ yang Tidak vexatious request. Sejak awal
Ll Konsisten diterima meski legal standing
\ bermasalah, di akhir
dinyatakan vexatious request
',: AN,
i naum Posisi yang Mengabaik:
hfmﬂl dlanggap Kiterbulkasn Tingkat Ketaatan hingge MATA o
berpotensi menghambot loju Wifarmasi mmbm “hingga MA (ATR/BPN)
ehonony o Investasi? | asih Berbeds
* Melabekan permobonsn Aormasi = seiniiguet
i Boadrn Mabhk £ betunurer infrrras telen wble
* Memuergakan pe Subdt Pergadusn
Kebutanae, Ditjen Puulm um KLHE - wakty _EEIIE_
pergeiolaan

ngacuan K1 hart kecjy = nmma?
DA GesgEAtaar perpadaut vy rean W cros T
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Lhaarwd OVnLasdioman rares1od ban verg Doek sodeng angm!
Mzare lan

B donng naradi & PG PPN
ek [ | medankan sebalikrye
- ool dalam pama visl
Prosiden 20192024
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Soelthon Gusetya (Forest Watch Indonesia (FWI)) - Peluang dan Tantangan dalam Akses

Informasi untuk Pemantauan Independen di Tingkat Nasional dan Daerah
http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/FWI_Keterbukaan_Informasi_Pintu_10102019.pdf

e

e
Era
Transparansi

Suatu Pembelajaran

“Memperjuangkan
Keterbukaan Informasi”

S

www Awiar.id

FWI mengajukan = o~
Permohonan Informasi ™ T Steteen Vwnfaun Lngaites FWI Mengajukan Permohonan Informasi
kepada KLHK ™™ [SVLK) di swbruh indonesia, daluen ranghs kepada KLHK (mediasi - ajudikasi)
P manjaga dreditilitas dari implmentasi SVLK

Apdias:
VLK mmnjamie resrg ustul peran setts mavyers el daken pergewssen 1 Dokuman dom Limgiran peta Rencana Keda Usaha Pomandaatan Hasd
[Permvertint Mo, PESMentul /2009 dan perubehirepl Waitn Koy (RKUPHMK]

2. Dokumen Rencan Ketfa Tehiman Usahay Pemardaatan Hasd Huton
U ehtanan |pasal [ avat (71]) Masysraan dse ¥tav perarnangan tey e .Wﬂ:.:‘ﬂ 4 x h

Saldare pengywaian bebutanas, Pacsl 68  “Selakn hak A ™
:‘;n:u‘mﬁudmm(ﬂnm:ﬂ’:‘a& " q 3 gk wwmn‘m
¥ & Dokumen lzw Pemanfsatan Tavu (IPK)

<+ Whertlas SKILPHHK an SK Plean Pl Kawasan Hatan

Ve
oAb Y
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B Y s

Dasar Argumentasi FWI Dokumen S
yang Diminta adalah Informasi Terbuka

2 UL No 14/2008 tentang Keterbubaan Informas) Pubhik
b, UU N0.41/1993 tentang Kehutanan

¢ Peratuan Meoteti Kehutarun Nomar P7/Menhut 172011 g Pal
Infarmasi Pubik di Legkungan (PPID) K tan Xeh
- No. F38/Menhut.11/2009 jo PSS/ Menbut /2011

10 PASIManhut /2002 jo PAZ/ Mertiut-1l/ 2013 Tentang Sticedar Dian Pedoman
Perwlalan PHPL dan Verifikast Legalitas Kayu

¢ Peratwran Menten K Repulk 1o

la Nomor | P.8/Menhut.11/2012

Tentang Rencann Permeraihan Sahan Bako dndustr) Praves Host Hutan Kayw

m'mmum&mumnmnzoum -

Pemgusahirn Persutyjusn | : Mbll W
Agreement)

www Al ar.id

Dasar Tidak di Kuasainya Informasi
(oleh KLHK)

* Dokumen IPX

Argumentasi: Dokurmen dimilikl

ol pemerintah Proviesi dan

Kabxipaten

¥ IPX di Arual Penggunaan Lain
“» mekanisme di Provinsi

< IPX i Produks Konversi =
mokanismo di Kabupaten

www faiarid

FWI| mengajukan permohonan informasi kepada
Kementerian ATR/BPN

Sondng o
FTLIN

wiew S or id

o
AL
prabehavas iriape tany

wrasenais peaboh

wiww Sl av i

wew vl or. i

wiwwe Ful.onid

Dasar Pengecualian (oleh KLHK)
Berdosarian Berta Acave LA Konsekuens’ Momos yang decoalios
mamar 5420 1/PMM-2/2014 tertangan’ 7 Ak 2014

2 i L » * RKUPHHK
s b *  RKTUPHHK

* RPESI

Argumertas:: menrmbulkan
parsargan usaha tidak sehat

:-»-
PUTUSAN KIP PUTUSAN PTUN

— Vs o - Secars singkat ada 3 pont yang
ey deadill dan diputuskan
odeh PTUN pada tanggal 26
Agustus 2015, yaitu:
Menerma permohonan
- 8. keberatan dan pamobon
kabecatan yg dahuy
termohon informast;
Menguatkan putusan KIP Ri
No 1365/XI/KIP-PS-M-A/2014
tanggal 3 Mss 2013; dan

g (i (e () it

www fuiar.id

"

Tips Sengketa Informasi
Publik

+  Jangan takut bersengheta, Meskipun aca prasip cepat, berbiaya nagan,
tetapi tatap bersaplah untuk sdang sengkata hingga 100 han kerja

+  Parmentaan nf maladl Kif, memiliks kisaran wakty yang
ketat. Tips menyusun k der p Indormasi, bila atas nama
lembaga periu ada time keeper,

* Perly v | untuk jelaskan KEPENTINGAN PUBLIX,
dengan melerdnp prodtk hukum yang diterbitian dan ilustrasi
RUMmentas yang
DN ko org §urtuk melskub

U KONSERUENSI tertadap sty

informast yang aanoltnldell
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Pembelajaran Sengketa Informas| Hasil Sengketa Informasi
Publik
¢ detorbukaan infarmasi bukan ik skhie, totapl awal perjuangan untuk
mendarang perbaikan tata kelola

*  UU KIP harus menjadi instramen yang mempermudah dan bukan
mampersalit publik untuk mendapatkan nformas!

*  PPID, tidak selalu berkuasa atas data/informasi yang dimenta, karena
bukan sebags pengelols data/informasi. Peran PPID perfo diperkuat
dalan mengelofy sistem Infarmasl dan pelayanan

*  Omganisas masyarakat stpll dan kelompok masyarakat harus menac
muotor penggerak oyl aksey informasi pabilk

*  Meterbokann informasi harus dikantribusikan untuk menjawab
Dersonlan kebwitande (tenurinl, pensbangan ling, borupsi)

ot a3 “ I‘ ,|v e
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Lampiran 1: Dokumentasi (Foto) Kegiatan
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Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta
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Independent Forest Monitaring Fund

Program : FAO-EU FLEGT
Activity : Lokalatih Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen
Date : October 09 ,2019
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\ | Sborieo Eahoriugen gty Stherigoe! Grusils cor 08 P-51477679 ach £
' L)ﬂuk, /4‘/7-"/"‘ M‘rﬂma»-«’)aum,f)yc\q_,( A 5D D222 My A /’
> |UHianks AW Vert. \;mna\« ats | avtha. @io @ qmai, con o8n 3 oo) 284 M & ,Z
4 |m. Broim | o Eome | stibiote Qoynn o 003886”7'07‘3‘5’ s é:' Py
5 |torot .4 Deling Fuhm 2sMtenurl @6 @ Hmant 0832 as3@ @17 %
c 1A TR o [ WALH UMM \efan . MEArA @gmaie . ¢ oval o821 FSY00 203 (14 0 4
7 |AsEe T e, | ASoLuTE  eng B ehval Dgeel. Com OBES 2894 - &)8Y ™1 /ﬁi
3 Iy ate P lCheIon e egmacl. eo QB33 (P 872 Vet 'nﬁ/v
¢ g\,f,\,m[aw\ G e suhardam honde slon eqmalcom | OBl2e01054545 wA §'{'A
10 |Algged (e Pambe -| PLW Olbcadbefns 8@ Gurns) ¢ oo 0P CHE 257 20 e _.@
Mg ToBuim| WLH (omledils Hamtnine o qwind . co - | o822 30U SH62 [\ 7°
i ZQW\\J\ Mo aAavaiea ; wal F6 €9 paadl. (j:u 08512 S0GT#SC HA &
b [ Pwi Cermave | (FM g Kowocin e (oo furd. ori o 2dS¥3HBy 2aly 2t *i@f’




EAD -

Food and Agruiture
Oeganization of Use
United Natiom

Program
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EU ELE W
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: FAO-EU FLEGT
: Lokalatih Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen

: October 09 , 2019

LIST OF PARTICIPANTS

Independent Forest Monitoring Fund
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